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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205/PMK.011/2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil
tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang
Tarif Cukai Hasil Tembakau;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian
konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau
dan memperhatikan potensi penerimaan di bidang
cukai hasil tembakau yang berkesinambungan,
perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa pada tanggal 28 September 2014,
Pemerintah bersama-sama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah
menyepakati untuk menaikkan tarif cukai hasil
tembakau tahun 2015 sebagai salah satu upaya
pencapaian target penerimaan perpajakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
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ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
179/PMK.011/2012tentang Tarif Cukai Hasil
Tembakau;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/
2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI
HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor
179/PMK.011/2012 tentang TarifCukaiHasil Tembakau, diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.

2. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.

3. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya
disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang
selanjutnya disebut Importir adalah orang pribadi atau badan
hukum yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil
tembakau ke dalam daerah pabean.

5. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram adalah rentang
harga jual eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis
hasil tembakau produksi golongan Pengusaha Pabrik hasil
tembakau dan Importir yang ditetapkan Menteri.

6. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan
yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.

7. Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasil
tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita
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cukai dan/atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus
pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk
kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan
fasilitas pembebasan cukai.

8. Batasan Jumlah Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari
masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan
dokumen pemesanan pita cukai dan/atau dokumen
pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan
atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di
kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, dalam satu
tahun takwim sebelum Tahun Anggaran berjalan.

9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

11. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang
Cukai.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

(1) Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan
pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah
produksi hasil tembakau, sesuai Batasan Jumlah Produksi Pabrik
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(2) Penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jenis dan jumlah
produksi hasil tembakau sesuai dokumen pemesanan pita cukai
dan/atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus
pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk
kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan
fasilitas pembebasan cukai atas pabrik yang bersangkutan, baik
dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi
pengawasan Kantor.

(3) Penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau
wajib dilakukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau pada saat
Produksi Pabrik dalam tahun takwim yang sedang berjalan telah
melampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi
golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan.

(4) Dalam hal hasil produksi dalam satu tahun takwim kurang dari
Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan
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